
 
 

 
BUPATI ASMAT 

PROVINSI PAPUA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT 

NOMOR  2  TAHUN  2021 

 

TENTANG 

 
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

KABUPATEN ASMAT TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  ASMAT, 
 

Menimbang :  a.  bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 
berakhir; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2020. 
 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

 

 

 
 

3. Undang-Undang …../2 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indoesia Nomor 3569); 
 

4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6697); 

 
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 

Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk 
Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4245); 

 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

 
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang   Nomor     9   Tahun   2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977  tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 

17. Peraturan …../4 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, 

Nomor 48, Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun   2005   

tentang   Sistem  Informasi   Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4585); 
 

22. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5556), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir  dengan  Peraturan   

Pemerintah   Nomor  8  Tahun 2016  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 
 

34. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Desiase 2019 

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6487); 
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36. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87); 
 

37. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
 

38. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 60); 
 

39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 
 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Operasional; 

 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 
43. Peraturan …../8 
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43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 
 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka   Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata  
Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  

Panjang    Daerah,    Rencana    Pembangunan    

Jangka  Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

 
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 
47. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 
Penyebaran Covid-19; 

 

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil 

pada Tahun Anggaran 2020; 

 
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 

tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus 

Corona; 

 
50. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Tunjangan Khusus Provinsi Papua; 

 
51. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 

tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang 

Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 
dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan 

Corona Virus Desease (Covid-19); 
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52. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 

177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 

dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat 

dan Perekonomian Nasional; 

 
53. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

612/MENKES/SK/V/2020 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada 
Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Yang Meresahkan Dunia; 

 
54. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 
 

55. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan 
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 

 
56. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor :179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 

tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19; 

 
57. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2005-2025 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat 
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat Tahun 

2005-2025; 
 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3                 

Tahun 2016 tentang Pokok-pokok  Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah 
Kabupaten  Asmat Tahun 2016 Nomor 3); 

 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 

2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Asmat  Nomor  4 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021; 

 

60. Peraturan …../10 
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60. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat 

Tahun 2017 Nomor 1); 
 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019 

Nomor 3); 
 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 

63. Peraturan Bupati Asmat Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2020; 

 

64. Peraturan Bupati Asmat Nomor 46 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 

2020. 

 

 
 

Pasal 1 

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan    

memuat : 

 a. Laporan Realisasi Anggaran;   

 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

 c. Laporan Operasional;   

 d. Laporan Perubahan Ekuitas;   

 e. Neraca;   

 f. Laporan Arus Kas; dan   

 g. Catatan Atas Laporan Keuangan.   

 

 

(2) Laporan …../11 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ASMAT 

Dan 

BUPATI ASMAT 

   
 

M E M U T U S K A N : 

   
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG 

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 

ANGGARAN 2020. 
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

  

Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 

Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : 

 

a. Pendapatan ………………………….….…… Rp 1.418.583.902.346,89 

b. Belanja dan Transfer ……………….…….. Rp 1.417.336.525.570,65 

 (Defisit) …………………………………….... Rp 1.247.376.776,24 

c. Pembiayaan   

 1. Penerimaan Pembiayaan ……………. Rp     106.353.808.152,30 

 2. Pengeluaran Pembiayaan ……………. Rp 00,00 

 Surplus …………….………………………… Rp 107.601.184.928,54 

 

 

Pasal 3 

 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam         

Pasal 2 sebagai berikut : 

 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                      

Rp (65.505.494.376,02) dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Anggaran Pendapatan setelah 
perubahan  Rp 1.484.089.396.722,91 

 b. Realisasi  Rp 1.418.583.902.346,89 

  Selisih kurang Rp (65.505.494.376,02) 

     
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah        

Rp (173.106.679.304,56) dengan rincian sebagai berikut :  

 

a. Anggaran belanja setelah 

perubahan  Rp 1.590.443.204.875,21 

 b. Realisasi  Rp 1.417.336.525.570,65 

  Selisih kurang Rp (173.106.679.304,56) 

 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                                      

Rp  107.601.184.928,54 dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Defisit setelah perubahan  Rp (106.353.808.152,30) 

 b. Realisasi  Rp 1.247.376.776,24 

  Selisih lebih Rp 107.601.184.928,54 

    
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 

0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan  Rp 106.353.808.152,30 

 b. Realisasi Rp 106.353.808.152,30 

  Selisih lebih Rp 0,00 
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5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan  Rp 0,00 

 b. Realisasi Rp 0,00 

  Selisih nihil Rp 0,00 

     

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto 

sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Anggaran pembiayaan netto setelah 

perubahan  Rp 106.353.808.152,30 

 b. Realisasi Rp 106.353.808.152,30 

  Selisih lebih Rp 0,00 

 
 

Pasal 4 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020, terdiri dari : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 106.353.808.152,30 

b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran Rp 107.601.184.928,54 
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 107.601.184.928,54 

 

 

Pasal 5 

 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 

Desember Tahun 2020, terdiri dari : 

a. Jumlah pendapatan-LO Rp      1.163.556.357.066,37 

b. Jumlah Beban Rp 1.128.560.805.592,79 

c. Jumlah surplus/Defisit dari Kegiatan 

Operasional Rp 34.995.551.473,58 
 

d. Jumlah surplus/Defisit dari Kegiatan 

Non Operasional Rp (19.543.973.496,26) 
e. Jumlah surplus/Defisit sebelum Pos 

Luar Biasa Rp 15.451.577.977,32 

f. Pos Luar Biasa Rp 0,00 
g. Surplus/Defisit-LO Rp 15.451.577.977,32 

    
 

Pasal 6 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d 

per 31 Desember Tahun 2020, terdiri dari : 

1. Ekuitas Awal   Rp 2.515.840.537.258,39 

2. Surplus/Defisit-LO Rp 15.451.577.977,32 
3. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Rp (19.124.174.583,82) 

4. Ekuitas Akhir   Rp 2.512.167.940.651,89 
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Pasal 7 

 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 

Tahun 2020, terdiri dari : 

a. Jumlah Aset Rp 2.549.253.721.734,36 

b. Jumlah Kewajiban Rp 37.085.781.082,47 

c. Jumlah Ekuitas Rp 2.512.167.940.651,89 

 

 

Pasal 8 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 

Desember Tahun 2020, terdiri dari : 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020 Rp 106.463.707.536,30 

b. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi Rp 244.980.587.975,11 

c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Rp (243.733.211.198,87) 

d. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan Rp 0,00 

e. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris Rp 11.404.268,00 
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 

2020 Rp 107.863.338.343,54 

    
 

Pasal 9 

 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 

huruf g per 31 Desember Tahun 2020 memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

 

Pasal 10 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I       : LRA terdiri atas; 

 Lampiran I.1    : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi; 

 Lampiran I.2    : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja Dan Pembiayaan; 

 Lampiran I.3    : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program Dan Kegiatan; 

 Lampiran I.4    : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 
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b. Lampiran II      : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III     : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV     : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V      : Neraca; 

f. Lampiran VI     : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII    : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII   : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX     : Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih; 

j. Lampiran X      : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan  

Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI     : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)  Daerah; 

l. Lampiran XII    : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan  dan  

Pengurangan Aset Tetap  Daerah; 

m. Lampiran XIII   : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV   : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan; 

o. Lampiran XV    : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI   : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII  : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XIII   : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX   : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan   

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali 

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; 

t. Lampiran XX    : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

  

Pasal 11 

 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 

adalah ikthisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 

daerah tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. 

 

Pasal 12 

 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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Pasal 13 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Asmat. 
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